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ABSTRAK 
Penjualan rumah susun/apartemen/kondominium dalam kondisi belum selesai 
dibangun (penjualan secara off-plan/pre-project selling) banyak dilakukan melalui 
PPJB yang umumnya dibuat dalam bentuk yang baku. Model penjualan melalui 
PPJB ternyata menimbulkan masalah hukum yang cenderung merugikan calon 
pembeli. Banyak pengembang yang dalam pembuatan PPJB selalu mencantumkan 
klausula baku dan penghindaran atau pengabaian Pasal 43 ayat (2) UURS. 
Berlindung di balik berlakunya Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata tentang asas 
kebebasan berkontrak, para pengembang berusaha menghindar dari persyaratan 
penjualan melalui PPJB, terutama syarat kepastian hak atas tanah, IMB dan 
keterbangunan 20%. Untuk meminimalisir kerugian pada konsumen rumah susun 
(calon pembeli) dan itikad tidak baik dari pengembang harus ada penegakan hukum 
yang jelas dan pasti yang dapat memberikan keadilan, kepastian hukum dan 
perlindungan hukum  bagi masyarakat pembeli rumah susun. Ada berbagai 
instrumen hukum yang dapat digunakan oleh calon pembeli dalam menuntut 
menuntut hak-haknya, yaitu melalui upaya hukum perdata dan pidana. Dalam 
penyelesaian perdatanya,  dapat dipilih penyelesaian melalui cara non litigasi/ADR 
dan mengadu ke BPSK atau menggunakan cara litigasi melalui gugatan 
wanprestasi atau gugatan perbuatan melawan hukum. Penggunaan instrumen 
hukum pidana didasarkan pada pengenaan sanksi pidana yang terdapat Pasal 110 
UURS dan 62 ayat (1) UUPK. 
Kata Kunci: Rumah Susun, PPJB 
 
I. PENDAHULUAN 
Dalam kurun waktu terakhir, banyak pengembang (developer) yang gencar membangun 
rumah dengan sistem vertikal (rumah susun/apartemen/kondominium). Pesatnya pembangunan rumah 
susun dilandasi oleh adanya kebutuhan tempat tinggal yang layak huni dan strategis yang tidak 
didukung dengan ketersediaan tanah yang cukup, disamping juga semakin mahalnya harga tanah 
khususnya di daerah perkotaan.  Faktor lain yang juga memberi pengaruh adalah keinginan beberapa 
kelompok masyarakat yang ingin berinvestasi dalam bentuk rumah. Kondisi tersebut ditandai dengan 
banyaknya proyek-proyek pembangunan rumah susun di sekitaran Jakarta yang merambah ke daerah-
daerah lain di pinggiran Jakarta seperti Serpong, Cikarang, Bekasi, dan Bogor. Kondisi yang sama 
juga terjadi di kota-kota besar Indonesia seperti Bandung, Surabaya, Medan, dan Denpasar. Beberapa 
proyek yang sedang dan sudah dibangun antara lain Meikarta di Cikarang, Apartemen Grand Dhika 
Bekasi Timur, Apartemen Grand Kemala Lagoon di Bekasi Barat, Apartemen K2 Park di Serpong, 
Apartemen Podomoro Golf View di Cimanggis, dan di Jakarta seperti Apartemen Green Pramuka 
City,  Apartemen Capitol Part, Apartemen Basura City, dan sebagainya. Pada tahun 2016 saja, jumlah 
kapitalisasi pasar hunian vertikal (apartemen/kondominium/rumah susun) mencapai 53% dan sisanya 
berasal dari hunian tapak yang nilainya sekitar Rp. 72,54 triliun (Torushon Simanungkalit, 2016:7). 
Tingginya minat masyarakat akan rumah dengan sistem vertikal memberi peluang bagi para 
pengembang untuk semakin gencar memasarkan produk propertinya dengan berbagai variasi 
pemasaran atau penjualan. Pemasaran atau penjualan dilakukan tidak hanya dalam bentuk rumah 
susun siap huni tapi juga dalam kondisi belum terbangun (pre-project selling/penjualan off-plan). 
Umumnya penjualan rumah susun yang belum selesai dibangun dilakukan melalui perjanjian 
pengikatan jual beli (PPJB). Model penjualan melalui PPJB diperbolehkan berdasarkan Permen PUPR 
No. 11/2019 tentang Sistem Pengikatan Jual Beli Rumah 
 dan Pasal 42-43 Undang-Undang No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun (UURS). 
Belakangan, banyak penjualan rumah susun melalui PPJB yang menimbulkan persoalan 
hukum yang biasanya dilakukan pihak pengembang dan merugikan masyarakat calon pembeli rumah 
susun. Soraya (Deputi Bidang Perumahan Formal Kementerian Perumahan Rakyat) menyatakan 
persoalan yang sering muncul adalah proses jual beli pada saat tahapan pembangunan (tahap pra 
konstruksi) terutama pada proses Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) (Ni Gusti Nyoman Renti 
Maharaini Kerti, 2017:14). Pada proses PPJB, seringkali ditemukan kondisi dimana hampir semua 
konsumen menandatangani hal-hal di luar substansi PPJB dan kebanyakan dari mereka belum atau 
bahkan tidak mengerti isi dari PPJB karena tidak mendapatkan penjelasan yang lengkap, seperti isi 
PPJB yang mengandung klausula baku yang isinya cenderung memberatkan calon pembeli dan ingkar 
janji dari pengembang setelah penandatanganan PPJB ((Ni Gusti Nyoman Renti Maharaini Kerti, 
2017:14). Tidak jarang pengembang juga mencantumkan klausula pengabaian atas Pasal 43 ayat (2) 
UURS. Data yang pernah dirilis Kompas.com menyebutkan pada tahun 2010 terdapat 84 pengaduan 
yang masuk ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan pada tahun 2014  ada 157 kasus 
apartemen. Jumlah tersebut melonjak 12,7 persen dari tahun sebelumnya yaitu 121 kasus. Umumnya 
sengketa yang muncul berupa wanprestasi serah terima kunci, keterlambatan atau tidak terealisasinya 
pembangunan rumah susun yang dijanjikan (Andika Wijaya & Wida Peace Ananta, 2017:19) dan 
pembatalan jual beli secara sepihak oleh pengembang disamping adanya klausula yang mengatur 
masalah angsuran pembayaran yang isinya memberatkan atau merugikan konsumen (Ali Tranghada
 
, 
2014).  
 
II. PERMASALAHAN 
Maraknya kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan pemasaran dan penjualan rumah 
susun sedikit banyak menimbulkan banyak pertanyaan bagi masyarakat terutama yang berhubungan 
dengan penyelesaian masalah hukumnya. Dalam beberapa kasus yang muncul di media baik itu media 
elektronik maupun media cetak, upaya hukum yang dipergunakan selalu dalam bentuk penegakan 
hukum pidana. Padahal, titik awal persoalan tersebut berangkat dari adanya PPJB. 
Untuk dapat mencari jawaban atas persoalan hukum yang timbul akibat pemasaran dan 
penjualan rumah susun yang diikat dengan PPJB, ada beberapa pertanyaan yang penulis ajukan, yaitu 
: 
1. Upaya hukum apa yang dapat ditempuh selain upaya hukum pidana  ? 
2. Bagaimana penyelesaian sengketa atas sengketa rumah susun tersebut ? 
 
III. METODE PENELITIAN  
Dalam setiap penulisan ilmiah, metode penelitian selalu digunakan sebagai alat untuk 
menjawab pertanyaan atas setiap permasalahan yang diajukan. Oleh karena itu, dalam tulisan ilmiah 
ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berbasis pada data sekunder atau 
data kepustakaan saja. Sifat penelitian yang digunakan lebih diarahkan pada penelitian yang bersifat 
deskriptif analitis dan pengambilan kesimpulannya menggunakan metode logika deduktif. 
IV. PEMBAHASAN 
A. Persyaratan Penjualan Apartemen/Rumah Susun Melalui PPJB 
 Sebagai pasal yang mengatur tata cara pemasaran atau penjualan rumah susun yang belum 
selesai dibangun, ketentuan Pasal 42 dan 43 UURS merupakan pasal-pasal yang sifatnya 
imperatif dan mengikat. Pasal 42 ayat (2) UURS memerintahkan kepada setiap pengembang 
yang akan memasarkan/menjual rumah susun yang belum selesai dibangun dengan syarat 
memiliki sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut :  
a. kepastian peruntukan ruang; 
b. kepastian hak atas tanah; 
c. kepastian status penguasaan rumah susun;  
d. perizinan pembangunan rumah susun; dan 
e. jaminan atas pembangunan rumah susun dari lembaga penjamin. 
Persyaratan lainnya, dalam pamasaran atau penjualan tersebut harus dituangkan dalam 
PPJB yang dibuat oleh notaris. Selanjutnya, Pasal 43 ayat (2) UURS mensyaratkan agar dalam 
penjualan melalui PPJB memenuhi kepastian atas : 
a. status kepemilikan tanah; 
b. kepemilikan IMB; 
c. ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; 
d. keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan 
e. hal yang diperjanjikan (dalam PPJB). 
Dalam pembuatan PPJB pihak pengembang wajib berpedoman pada Permen PUPR No. 
11/2019 tentang Sistem Pengikatan Jual Beli Rumah. Terkait dengan objek penjualan, Sistem 
PPJB diatur dalam Peraturan Menteri PUPR No. 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian 
Pendahulan Jual Beli Rumah yang mencabut Permen PUPR No. 11/2019 tentang Sistem 
Pengikatan Jual Beli Rumah. Dalam peraturan tersebut antara lain diatur agar di dalam PPJB 
dimuat obyek yang akan diperjual belikan (HMSRS yang meliputi bagian bersama, benda 
bersama dan tanah bersama) berikut fasilitasnya sesuai dengan NPP dari sarusun yang 
bersangkutan. Terkait pemasaran rumah susun, Pasal 3 ayat (2) Permen PUPR No. 11/2019 
secara tegas menyatakan bahwa “pelaku pembangunan rumah dapat memasarkan rumah 
susunnya sebelum pembangunan dilaksanakan”.  Hanya saja, untuk bisa melakukan pemasaran 
rusun tersebut setiap pelaku pembangunan wajib memenuhi persyaratan berupa paling sedikit 
memiliki (Pasal 4 Permen PUPR No. 11/2019) : 
1. Kepastian peruntukan ruang 
Kepastian peruntukan ruang harus dibuktikan dengan surat keterangan rencana 
kabupaten/kota yang disetujui Pemerintah Daerah  
2. Kepastian hak atas tanah 
Kepastian hak atas tanah dibuktikan dengan sertipikat hak atas tanah atas nama pelaku 
pembangunan atau pemilik tanah yang dikerjasamakan dengan pelaku pembangunan. 
3. Kepastian status penguasaan rumah 
Kepastian status penguasaan rumah dilakukan pelaku pembangunan dengan memberikan 
jaminan dan menjelaskan mengenai bukti penguasaan yang akan diterbitkan dalam nama 
pemilik yang meliputi sertipikat SHMSRS atau SKBG berdasarkan pertelaan yang sudah 
disahkan oleh Pemda  
4. Perizinan pembangunan rumah susun 
Perizinan ini dibuktikan dengan surat IMB  
5. Jaminan atas pembangunan rusun dari lembaga penjamin 
Jaminan yang dimaksud di sini adalah jaminan dari bank atau non bank 
Dalam Lampiran Permen PUPR No. 11/PRT/M/2019 yang memuat petunjuk materi muatan 
PPJB, antara lain diatur bahwa PPJB merupakan kesepakatan jual beli antara pelaku 
pembangunan dengan calon pembeli pada tahap proses pembangunan Rumah dengan materi 
muatan sebagai berikut: 
1. Kepala akta 
Memuat judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan, tahun, nama lengkap,dan tempat 
kedudukan notaris. 
2. Identitas para pihak 
Memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, 
kedudukan, dan tempat tinggal para pihak yang melakukan perjanjian. 
3. Uraian objekPPJB 
Memuat objek yang akan diperjanjikan berupa rumah susun, dengan menjelaskan mengenai 
data fisik (luas Sarusun), letak (desa atau kelurahan, kecamatan, kota atau kabupaten, 
provinsi) dan lokasi bangunan Rumah Susun, lantai dan nomor unit untuk Sarusun pada 
Rumah Susun. 
4. Harga rusun dan tata cara pembayaran 
Memuat harga penjualan, penjelasan mengenai tata cara dan waktu pembayaran, serta biaya-
biaya yang timbul dari perjanjian, dan pelakupembangunan tidak boleh menarik dana lebih 
dari 80% (delapan puluh persen) kepada pembeli sebelum memenuhi persyaratan PPJB. 
5. Jaminan pelaku pembangunan  
Memuat jaminan pelaku pembangunan terhadap keabsahan kepemilikan tidak dalam 
sengketa dan jaminan bukti kepemilikan atas sarusun  
6. Hak dan kewajiban para pihak: 
a) Hak pelaku pembangunan paling sedikit memuat menerima pembayaran rusun dan hak 
lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-perundangan dan/atau sesuai 
kesepakatan; 
b) Kewajiban pelaku pembangunan paling sedikit memuat : 
1) melakukan pembangunan Rumah sesuai rencana tapak (site plan) dan perizinan; 
2) menyelesaikan pembangunan Rumah secara tepat waktu;  
3) menginformasikan kemajuan pembangunan kepada pembeli; 
4) menyediakan prasarana, sarana, dan utillitas sesuai perizinan dan menyerahkan 
kepada Pemerintah Daerah; 
5) memberikan kesempatan kepada pembeli untuk mempelajari PPJB; 
6) memberikan penjelasan dan informasi yang jelas kepada pembeli mengenai isi PPJB; 
dan 
7) khusus untuk Sarusun: 
(a) memfasilitasi dan mensosialisasikan pembentukan perhimpunan pemilik dan 
penghuni Sarusunsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  
(b) melakukan pengelolaan selama masa transisi sebelum terbentuknya perhimpunan 
pemilik dan penghuni Sarusundalam pembangunan Rumah Susun; dan 
(c) menjelaskan mengenai bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. 
c) Hak pembeli paling sedikit memuat: 
1) memperoleh informasi yang benar, jujur, dan akurat mengenai rusun; 
2) mengetahui syarat dan ketentuan dalam jual beli rusun sebelum melakukan 
pembayaran atas harga rusun; 
3) menerima serah terima rusunpada jangka waktu sesuai dengan yang diperjanjikan; 
4) mengajukan klaim perbaikan atas kondisi fisik rusun yang tidak sesuai dengan 
spesifikasi yang diperjanjikan; 
5) mendapat perlindungan hukum dari tindakan pelaku pembangunanyang beritikad 
buruk; 
6) melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum; 
7) hak untuk membentuk perhimpunan penghuni dan pemilik Sarusun dalam 
pembangunan rusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 
8) hak lain yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan 
dan/atau sesuai kesepakatan. 
d) Kewajiban pembeli paling sedikit : 
1) melakukan pembayaran harga rusun sesuai dengan jumlah dan jadwal pembayaran yang 
telah disepakati dalam PPJB; 
2) memenuhi kewajiban pembayaran biaya, termasuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB) yang timbul dari jual beli Rumah; 
3) melakukan pembayaran harga Rumah sesuai dengan jumlah dan jadwal pembayaran yang 
telah disepakati dalam PPJB; 
4) menggunakan Rumah sesuai dengan peruntukannya; 
5) membentuk perhimpunan pemilik dan penghuni Sarusun khusus untuk pembeli Sarusun; 
6) mentaati peraturan tata tertib lingkungan yang diterbitkan oleh pelaku 
pembangunanselaku pengelola sementara sebelum terbitnya peraturan tata tertib yang 
ditetapkan oleh perhimpunan pemilik dan penghuni Sarusun; 
7) beritikad baik untuk melaksanakan ketentuan dalam PPJB; dan 
8) kewajiban lain yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan 
dan/atau sesuai kesepakatan. 
7. Waktu serah terima bangunan serah terima dilakukan oleh pelaku pembangunan terhadap unit 
Sarusun yang telah terbangun, dilengkapi dengan dokumen berita acara serah terima kunci dan 
akta jual beliatau sertifikat hak milik/sertifikat hak milik Sarusun/sertifikat kepemilikan 
bangunan gedung Sarusun 
8. Pemeliharaan bangunana)pelakupembangunanbertanggung jawab terhadap pemeliharaan untuk 
Rumah paling singkat 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani berita acara serah terima 
Rumah;b)selamamasa pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada huruf(a), pembeli berhak 
menyampaikan keluhan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaksempurnaan Rumah sesuai dengan 
yang diperjanjikan; danc)perbaikanatas keluhan sebagaimana dimaksud pada huruf(b), termasuk 
penggantian dan biaya yang timbul, menjadi tanggung jawab pelaku pembangunan. 
9. Penggunaan bangunana)penggunaanRumah sebagai tempat tinggal sesuai dengan tujuan dan 
peruntukannya; danb)biaya penggunaan fasilitas berbayar dan/atau utilitas berbayar yang 
dipergunakan oleh pembeli menjadi tanggung jawab pembeli. 
10. Pengalihan Hak 
a) pembeli dilarang untuk mengalihkan hak Sarusun sebelum dilakukan proses 
penandatanganan akta jual beli;  
b) pengalihan hak sebelum penandatanganan akta jual beli dapat dilakukan apabila mendapat 
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pelaku pembangunan; dan 
c) pengalihan hak dilakukan dihadapan notaris. 
11. Pembatalan dan berakhirnya PPJB 
a) pembatalan PPJB hanya dapat dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai syarat 
pembatalan dalam PPJB yang disepakati oleh pembeli dan pelaku pembangunan; dan 
b) berakhirnyaPPJB adalah terpenuhinya prestasi atau perikatan yang disepakati dan syarat-
syarat tertentu dalam perjanjian. 
12. Penyelesaian sengketa 
a) sengketa sehubungan dengan PPJB, harus diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;  
b) sengketa diselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) 
hari; dan 
c) sengketa dapat diselesaikan melalui upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud 
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan permukiman. 
13. PenutupMemuat tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan. 
14.  Lampiran 
untuk rusun dengan satu bangunan Rumah Susun melampirkan gambar denah tanah bersama, 
gambar bangunan yang dipotong vertikal dan memperlihatkan isi atau bagian dalam 
bangunan,dan denah yang menunjukan Sarusun berada. Untuk rusun dengan lebih dari satu 
bangunan rusun melampirkan gambar lokasi satu bangunan rusun atau blok, gambar atau batas-
batas tanah bersama,gambar bangunan yang dipotong vertikal dan memperlihatkan isi atau 
bagian dalam bangunan,dan denah yang menunjukan lantai sarusun berada. 
 
B. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh  
Untuk meminta pertanggungjawaban hukum sebagai akibat dari PPJB yang isinya 
bertentangan dengan undang-undang, ada beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh calon 
pembeli, yakni melalui penyelesaian sengketa di luar peradilan umum (non litigasi) dan melalui 
proses peradilan umum (litigasi). 
1. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (ADR) 
Penyelesaian sengketa di luar pengadilan Alternatif Dispute Resolution (ADR) 
merupakan penyelesaian sengketa perdata atas dasar itikad baik dengan mengesampingkan 
penyelesaian secara litigasi. Menurut Suyud Margono, penyelesaian melalui ADR dilakukan 
melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, good offices, mini trial, summary 
jury trial, rent a judge dan med arb (Ros Angesti Anas Kapindha, Salvatia Dwi M, and Winda 
Rizky Febrina, 2014:7). Sedangkan menurut Jacqueline M. Nolan-Haley sebagaimana dikutip 
Marwah Diah, “ADR is an umbrella term which refers generally to alternatives to court 
adjudication of dispute such as negotiation, mediation, arbitration, mini trial and summary jury 
trial”( Jacqueline M. Nolan-Haley, 2016:116). Penyelesaian melalui ADR diatur oleh Undang-
Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternatif 
Dispute Resolution/ADR). Penyelesaian sengketa melalui ADR sejalan dengan Permen PUPR 
No. 11/2019 tentang Sistem Pengikatan Jual Beli yang mengatur  penyelesaian sengketa PPJB 
melalui mekanisme arbitrase. 
Upaya hukum lain yang dapat ditempuh oleh calon pembeli berupa pengaduan ke 
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).  Dengan menggunakan instrumen Pasal 16 
dan Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, calon 
pembeli dapat menuntut hak-haknya sebagai konsumen rumah susun. Berdasarkan Pasal 16 
UUPK pengembang sebagai salah satu pelaku usaha yang menawarkan barang dan/atau jasa 
melalui pesanan dilarang untuk tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu 
penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan dan dilarang untuk tidak menepati janji atas suatu 
pelayanan dan/atau prestasi.  
Penggunaan Pasal 18 ayat (1) UUPK sebagai dasar laporan ke BPSK didasarkan pada 
substansi PPJB yang umumnya memuat klausula baku yang pada dasarnya menghindari 
tanggung jawab dari pengembang selaku pelaku usaha. Pasal 18 ayat (1) UUPK memuat aturan 
tentang larangan bagi pelaku usaha membuat dan/atau mencantumkan klausula baku pada setiap 
dokumen dan/atau perjanjian. 
 
2. Penyelesaian Secara Litigasi 
Selain mengupayakan proses non litigasi, konsumen rumah susun juga dapat melakukan 
upaya litigasi guna memperoleh hak-haknya sebagaimana tertuang dalam PPJB. Proses litigasi 
yang ditempuh  dapat dilakukan melalui 2  cara, yaitu : 
a. Penyelesaian Secara Perdata 
1) Gugatan Wanprestasi 
Biasanya, developer akan membatalkan perjanjian ketika calon pembeli tidak 
memenuhi kewajiban-kewajibannya. Berangkat dari pengaturan sanksi dalam PPJB, 
pengembang melakukan pembatalan perjanjian  tanpa ada kewajiban untuk 
mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh calon pembeli. Namun, tidak demikian 
jika yang melakukan pelanggaran adalah pihak pengembang. Melalui pencantuman 
klausula baku, pengembang berupaya menghindari pertanggungjawaban secara perdata 
ketika janji-janji yang terdapat dalam PPJB tidak dapat direalisasikan. Berlindung dari 
berlakunya ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata tentang “asas kebebasan 
berkontrak” dan “asas kekuatan mengikat” dari perjanjian, para pengembang berusaha 
menghindari tanggung jawabnya dalam memenuhi prestasi atau kewajiban-kewajibannya 
dalam PPJB termasuk menghindari tanggung jawabnya dalam membayar ganti rugi. Para 
pengembang selalu menyatakan bahwa mereka tidak melakukan wanprestasi dan tidak 
dapat dikenai sanksi perdata. 
Pada satu dua kasus, ditemukan pembuatan PPJB dengan rasa AJB. Hal ini 
dilakukan pengembang supaya calon pembeli yakin bahwa telah terjadi perbuatan hukum 
jual belinya, padahal yang terjadi baru perbuatan hukum akan jual beli. Perbuatan hukum 
jual belinya baru terjadi setelah bangunan rumah susun yang bersangkutan selesai 
dibangun dan sudah diterbitkan sertipikat HMSRS, diterbitkan akte pertelaannya serta 
sertipikat laik fungsi (sertipikat layak fungsi) dan instansi terkait. Selain itu perbuatan 
hukumnya harus dituangkan dalam AJB yang dibuat oleh PPAT. Hal ini berbeda dengan 
PPJB yang aktanya dibuat oleh notaris. Sebagai perbuatan hukum akan jual beli, maka 
penjualan melalui PPJB belum memindahkan hak kepemilikan atas satuan rumah susun 
yang bersangkutan dari pengembang kepada pembeli.  
Untuk menghindari kenakalan,akal-akal atau itikad tidak baik dari pengembang, 
calon pembeli dapat menempuh upaya hukum perdata melalui gugatan wanprestasi. 
Langkah hukum ini juga dapat ditempuh oleh calon pembeli apabila pihak developer 
tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam PPJB seperti tidak menyelesaikan 
pembangunan rumah susun, tidak menyerahkan fisik bangunan, tidak membuatkan AJB 
atau tidak menerbitkan sertipikat HMSRS. Sebenarnya langkah hukum ini sudah 
diantisipasi dan diperkirakan oleh pengembang. Dengan perhitungan,  dari sekian banyak 
calon pembeli (konsumen rumah susun), hanya beberapa saja yang paham dan tahu 
langkah-langkah hukum apa yang harus ditempuh ketika pengembang melakukan ingkar 
janji (wanprestasi. Sedangkan sisanya yang jumlahnya cukup besar banyak yang tidak 
tahu dan tidak paham atas aturan-aturan hukum yang berlaku. Akibatnya pengembang 
yang nakal selalu mengulangi dan melakukan hal yang serupa di lokasi yang berbeda. 
Dalam upaya mendapatkankan hak-haknya, calon pembeli dapat memilih untuk 
memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, jika hal itu masih dapat dilakukan, 
atau menuntut pembatalan perjanjian, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga. 
Dengan demikian, calon pembeli mempunyai hak untuk menuntut dengan kombinasi-
kombinasi pemenuhan (nakoming), ganti rugi (vervangede vergoeding), pembubaran, 
pemutusan, atau pembatalan (ontbinding), pemenuhan ditambah ganti rugi pelengkap 
(nakoming en anvvullend vergoeding), atau pembubaran ditambah ganti rugi pelengkap 
(ontbinding en anvvullend vergoeding (Agus Yudha Hernoko dalam Yahman, 2014:86-
87). Dengan menggunakan ketentuan Pasal 1267 KUHPerdata, calon pembeli menuntut 
pengembang dalam bentuk pemenuhan prestasi dari pengembang, ganti rugi, pembatalan 
perjanjian, pemenuhan prestasi disertai ganti rugi atau pembatalan perjanjian disertai 
ganti rugi.  
 
2) Gugatan Perbuatan Melawan Hukum 
Gugatan perbuatan melawan hukum dapat ditempuh calon pembeli dalam 
menuntut haknya untuk memperoleh ganti rugi jika dalam PPJB dicantumkan pasal-pasal 
perjanjian yang bertentangan melanggar undng-undang. Misalnya saja tentang 
pencantuman klausula baku dan klausula yang isinya mengabaikan/menghindari 
berlakunya ketentuan Pasal 43 ayat (2) UURS. Meskipun PPJB telah ditandatangani para 
pihak dan memiliki kekuatan hukum mengikat, perbuatan pengembang yang secara 
sengaja menghindari pasal-pasal imperatif dari UURS maupun UUPK dapat 
dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH).  Berdasarkan Arrest Cohen-
Lindenbaum 31 Januari 1919, suatu perbuatan dikatakan melanggar hukum apabila 
melanggar suatu hak, perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan 
dalam undang-undang dan bertentang dengan hukum tidak tertulis yang berlaku dalam 
kehidupan masyarakat. 
Dalam banyak kasus, pencantuman pasal-pasal pengabaian atas ketentuan Pasal 
43 ayat (2) UURS dalam PPJB merupakan upaya pengembang untuk meminimalisir 
kerugian, karena pembangunan rumah susun tersebut belum memiliki IMB bahkan 
tanahnya belum dikuasai secara legal atau sertipikat hak atas tanah belum diperoleh, atau 
tanahnya dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Meskipun 
pencantuman klausula tersebut dilakukan untuk menghindari berlakunya syarat 
kepemilikan sertipikat, IMB dan keterbangunan 20% serta untuk meminimalisir kerugian 
karena properti yang dibangun tidak laku dijual, alasan itu tetap tidak dapat diterima. 
Gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum juga dapat ditempuh jika 
dalam PPJB dicantumkan klausula baku. Tindakan pengembang yang dengan sengaja 
yang meminimalisir bahkan menghindari tanggung jawabnya melalui pencantuman 
klausula baku juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan 
hukum (dalam arti luas) dan tidak semata-mata hanya melanggar undang-undang saja. 
Penggunaan pasal perbuatan melawan sebagai dasar gugtan calon pembeli 
jangan dipahami seolah-olah perbuatan itu hanyalah perbuatan yang melanggar undang-
undang saja. Akan tetapi, pemahaman akan perbuatan melawan hukum harus ditafsirkan 
secara luas dalam arti perbuatan pengembang tidak hanya melanggar undang-undang saja 
tapi juga melanggaran hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukumnya, serta 
bertentangan dengan kesusilaan dan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan 
masyarakat (Munir Fuady, 2005:6-7). Oleh karena itu, untuk melindungi calon pembeli 
atau konsumen rumah susun dari itikad tidak baik atau tindakan sewenang-wenang pihak 
pengembang, dapat digunakan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata sebagai dasar untuk 
menuntut ganti rugi. 
 
b. Pengenaan Sanksi Pidana 
Untuk memberikan efek jera dan tidak diulanginya perbuatan, calon pembeli dapat 
menggunakan mekanisme hukum pidana dalam memperoleh keadilan dan kepastian hukum. 
Selain dapat dikenai sanksi perdata dan sanksi administratif, pengembang juga dapat dikenai 
pidana. Dari ketentuan yang ada dalam UURS,  pencantuman pasal pengabaian atas Pasal 43 
ayat (2) UURS merupakan perbuatan yang melanggar Pasal 98 UURS yang melarang 
pengembang untuk menjualan rumah susun yang tidak sesuai dengan yang dipasarkan atau 
melakukan penjualan yang tidak memenuhi persyaratan kepastian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 43 ayat (2) UURS. Sanksi atas pelanggaran Pasal 98 UURS dapat dikenai sanksi 
yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 110 UURS berupa pidana penjara paling lama 4 
(empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).  Hal 
yang sama juga berlaku bagi pengembang yang melanggar Pasal 18 huruf c, d, dan g UUPK. 
Menurut ketentuan Pasal 62 ayat (1) UUPK,  pelanggaran atas Pasal 18 dapat dikenai sanksi 
pidana berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak 
Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). 
Pengenaan sanksi pidana yang terdapat dalam 110 UURS maupun Pasal 62 ayat (1) 
UUPK tidak bisa dilepaskan dari penerapan hukum pidana sebagai ultimum remidium yakni 
instrumen hukum pidana sebagai obat terakhir jika instrumen hukum perdata dan 
administratif tidak tidak memberi efek jera. Yusuf Shofie menyatakan, pemidanaan melalui 
instrumen hukum pidana administratif (administrative penal law) dilakukan atas dasar 
kepentingan masyarakat dan tidak berdasarkan tingkat kesalahan subjektif si pelaku tindak 
pidana(Yusuf Shofie, 2002:55).  
Sebagai hukum pidana administratif (adminisitratif penal law), sanksi pidana yang 
ada dalam UURS dan UUPK merupakan hukum pidana yang sifatnya khusus yang dalam 
penerapannya juga dalam hal-hal yang khusus. Andi Hamzah menegaskan bahwa sebenarnya 
tidak ada perbedaan mendasar antara sanksi administratif dan sanksi hukum pidana. Kecuali 
jika perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar hukum (onrecht-matig) (Andi Hamzah, 
2016:123).  Mengutip pendapat De Ross, Andi Hamzah juga menyatakan bahwa penerapan 
hukum pidana dalam pengertian ultimum remidium merupakan pilihan yang mana yang 
menguntungkan dan merugikan dalam berbagai alat penegakan hukum.  
 
V. SIMPULAN 
Melihat banyaknya kasus-kasus hukum yang timbul dari penjualan rumah susun melalui 
PPJB, pada prinsipnya dapat diselesaikan melalui upaya hukum perdata. Jika upaya hukum perdata 
dianggap sulit untuk mengembalikan hak-hak perdata dari calon pembeli, dapat digunakan instrumen 
hukum administratif maupun hukum pidana.  Penggunakan instrumen hukum pidana administratif  
(administrative penal law) dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisir akal-akalan pihak 
pengembang yang berusaha mengambil keuntungan dari ketidaktahuan calon pembeli (konsumen 
rumah susun) atas aturan-aturan hukum yang berlaku. 
Yang juga tidak kalah penting adalah perlunya pengetahuan dan pemahaman yang benar 
dari aparatur penegakan hukum terhadap hukum rumah susun maupun hukum perlindungan 
konsumen.  Pengetahuan yang bersifat komprehensif dapat membantu aparat dalam melakukan 
penegakan hukum serta memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. 
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